BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAT INGAN NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Menimbang

Mengingat

SETIAP DESA DI KABUPATEN KATINGAN

TAHUN ANGGARAN 2017
BUPATI KATINGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (6)
Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi
dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4y,
Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau
pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya
disalurkan ke Desa, sehingga perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Katingan;

bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa
setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran
2017;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun
2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2007 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 T ahun
2011 tentang Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten
Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2011 Nomor 11});

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan

Nomor 27);
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Menetapkan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam
Negeri;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan
Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa,

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa

Di Desa;

19. Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

20. Surat Bupati Katingan Katingan =~ Nomor
950/1514/BPKAD-I/X /2017  tentang Pengurangan
Alokasi Dana Desa (ADD) tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 1 TAHUN
2017 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan
Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembagian dan Penetapan
Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten
Katingan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2017 Nomor 346) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 7 BAB III Peraturan Bupati
Katingan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembagian dan
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 diubah

sehingga berbunyi :

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 ditetapkan
sebesar Rp. 507.908.537,- (Lima Ratus Tujuh Juta
Sembilan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh

Tujuh). v

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2
huruf g pada BAB VI Peraturan Bupati Katingan Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pembagian dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2017 diubah sehingga berbunyi
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Merekomendasikan usulan pencairan Alokasi Dana Desa
dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan
menyampaikan kepada Bupati Katingan Up. Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Katingan.

Pasal 11

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka

ketentuan dalam pPasal 7 BAB III dan Pasal 11 ayat 2

huruf g BAB VI Peraturan Bupati Katingan Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pembagian dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Katingan
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2017 Nomor 346) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Katingan.

apkan di Kasongan
anggal &% ok&ober Jof?

» di Kasongan
27 oktober 3017

BERITA DAERAH KABUPATEN KAT INGAN TAHUN 2017 NOMOR 284
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